SALINAN

BUPATI BALANGAN

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN
JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang :

BUPATI BALANGAN,

a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,
pembangunan dan pelayanan publik diperlukan
keselarasan, keterpaduan, dan keserasian

pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang
pemerintahan di lingkungan Pemerintah Daerah;

. bahwa untuk mewujudkan kinerja aparatur

Pemerintahan Daerah yang profesional, akuntabel
dan transparan dalam pelaksanaan pelayanan
publik, perlu diatur pedoman hubungan kerja
organisasi Perangkat Daerah serta jalur koordinasi
pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan antara
organisasi Perangkat Daerah;

. bahwa sehubungan telah ditetapkannya Peraturan

Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan
Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerahperubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2 Tahun 2021
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah perlu melakukan penyesuaian terhadap
pola hubungan kerja dan jalur koordinasi
organisasi Perangkat Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c,
perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor
24 Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Kerja dan
Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah;



Mengingat :

. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang

Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan
Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan
Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022
tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun

2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian
Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun
2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan



Menetapkan

Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 421);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019
tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6323);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2008 tentang Pedoman Hubungan Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 2
Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2021 Nomor 2) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Balangan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan
Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Balangan Tahun 2023 Nomor 3);

10. Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2023 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Balangan Nomor
107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 24 TAHUN
2020 TENTANG POLA HUBUNGAN KERJA DAN
JALUR KOORDINASI ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH.

Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati
Balangan Nomor Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pola
Hubungan Kerja dan Jalur Koordinasi Organisasi
Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten
Balangan Tahun 2023 Nomor 20), diubah sebagai
berikut:

1. Ketentuan lampiran [ dan lampiran II dalam
Peraturan Bupati Balangan Nomor Nomor 24
Tahun 2020 tentang Pola Hubungan Kerja dan
Jalur Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah,
diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran
I dan lampiran II yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 18 Desember 2023

K

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 18 Desember 2023

Salinan sesuai dengan aslinya

WHAMMAD ROJI, SH
NIP. 19830710 201001 1 020

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2023 NOMOR 90



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 90 TAHUN 2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG
POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
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LAMPIRAN 1II

PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 90 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BALANGAN

NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG

POLA HUBUNGAN KERJA DAN JALUR KOORDINASI

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

JALUR KOORDINASI ANTAR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

BUPATI

WAKIL BUPATI
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DAERAH AHLI
1
ASISTEN PEMERINTAHAN ASISTEN ASISTEN
DAN KESEJAHTERAAN PEREKONOMIAN DAN ADMINISTRASI
RAKYAT PEMBANGUNAN UMUM

1. BAGIAN PEMERINTAHAN
2. BAGIAN KESEJAHTERAAN

. BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
SUMBER DAYA ALAM

. BAGIAN UMUM
. BAGIAN ORGANISASI
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